ABSTRAK

Muhammad Rifqi Lidzikrirrofigi, Analisis Putusan Sengketa Ekonomi Syariah Tahun
2020 di Pengadilan Agama Soreang Perspektif Teori Sistem Hukum Ronald Dworkin.

Meningkatnya sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Soreang pada tahun 2020
menimbulkan kekhawatiran akan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan
syariah. Kualitas putusan masih perlu ditingkatkan, dengan penerapan prinsip-prinsip
hukum ekonomi syariah yang belum optimal. Analisis dengan menggunakan teori keadilan
Ronald Dworkin sangat diperlukan, mengingat relevansinya dengan nilai-nilai syariah
dalam menyelesaikan sengketa ekonomi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan hakim di Pengadilan Agama Soreang
dengan menggunakan teori integritas hukum, keadilan dan tanggung jawab hukum.
Tujuannya adalah untuk menguji konsep integritas hukum, keadilan, dan tanggung jawab
hukum dalam putusan tersebut.

Teori sistem hukum Ronald Dworkin digunakan sebagai kerangka analisis, yang
menekankan hukum sebagai praktik interpretatif yang membutuhkan integritas, keadilan,
dan tanggung jawab. Integritas hukum menuntut konsistensi dengan nilai-nilai syariah,
keadilan menekankan keseimbangan prosedural dan substantif, dan tanggung jawab hukum
sebagai kewajiban untuk mematuhi keputusan. Pendekatan ini memungkinkan analisis
yang komprehensif terhadap putusan sengketa ekonomi syariah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode kualitatif. Data
dikumpulkan melalui studi kepustakaan, analisis dokumen, dan studi dokumentasi terhadap
putusan Pengadilan Agama Soreang dalam sengketa ekonomi syariah pada tahun 2020.
Analisis dilakukan dengan menggunakan teori sistem hukum Ronald Dworkin, dengan
fokus pada konsep integritas hukum, keadilan, dan tanggung jawab hukum. Proses analisis
dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan verifikasi untuk memastikan temuan
yang komprehensif dan valid.

Analisis dari tiga putusan tersebut di Pengadilan Agama Soreang berupa Putusan
1/Pdt.G/2019/PA.Sor :Integritas Hukum: Verifikasi akad baik Keadilan: Prosedural terjaga,
substantif perlu ditingkatkan Tanggung Jawab: Kewajiban tergugat dipertimbangkan baik.
Putusan  2/Pdt.G/2019/PA.Sor:Integritas  Hukum:  Konsisten, namun  perlu
peningkatanKeadilan: Substantif belum optimal, terutama kesenjangan pengetahuan bank-
nasabah Tanggung Jawab: Perlu peningkatan kewajiban edukasi nasabah Putusan
414/Pdt.G/2020/PA.Sor: Integritas Hukum: Integrasi hukum Islam-Indonesia perlu
ditingkatkan Keadilan: Substantif belum optimal, terutama aspek gharar dan riba Tanggung
Jawab: Perlu peningkatan prinsip kehati-hatian bank. Ketiga putusan menunjukkan upaya
menjaga integritas dan keadilan prosedural, namun memerlukan perbaikan dalam keadilan
substantif dan tanggung jawab hukum, terutama perlindungan konsumen dan pemahaman
prinsip syariah.

Kata kunci : Ekonomi Syariah, Pengadilan Agama, Putusan, Sengketa.
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ABSTRACT

Muhammad Rifqgi Lidzikrirrofigi, Analysis of Decisions on Sharia Economic
Disputes in 2020 at the Soreang Religious Court from the Perspective of Ronald
Dworkin's Legal System Theory

The increase in sharia economic disputes at the Soreang Religious Court in 2020
raises concerns about public trust in Islamic financial institutions. The quality of
decisions still needs to be improved, with the application of the principles of Islamic
economic law that is not yet optimal. Analysis using Ronald Dworkin's theory of
justice is needed, given its relevance to sharia values in resolving economic disputes.

This study aims to analyze the judge's decision at the Soreang Religious Court using
the theory of legal integrity, justice and legal responsibility. The aim is to examine
the concepts of legal integrity, justice and legal responsibility in the verdict.

Ronald Dworkin's legal system theory was used as an analytical framework, which
emphasizes law as an interpretive practice that requires integrity, justice and
responsibility. Legal integrity demands consistency with sharia values, fairness
emphasizes procedural and substantive balance, and legal responsibility as an
obligation to comply with the decision. This approach allows a comprehensive
analysis of sharia economic dispute decisions.

This research uses a normative juridical approach with a qualitative method. Data
were collected through literature study, document analysis, and documentation
study of Soreang Religious Court decisions in sharia economic disputes in 2020.
The analysis was conducted using Ronald Dwaorkin's legal system theory, focusing
on the concepts of legal integrity, justice, and legal responsibility. The analysis
process is carried out through data reduction, data presentation, and verification to
ensure comprehensive and valid findings.

Analysis of the three decisions in the Soreang Religious Court in the form of
Decision 1/Pdt.G/2019/PA.Sor: Legal Integrity: Good contract verification Justice:
Procedural is maintained, substantive needs to be improved Responsibility:
Defendant's obligation is well considered. Decision 2/Pdt.G/2019/PA.Sor: Legal
Integrity: Consistent, but needs improvement Justice: Substantive is not yet optimal,
especially the bank-customer knowledge gap Responsibility: Need to increase
customer education obligations Decision 414/Pdt.G/2020/PA.Sor: Legal Integrity:
Islamic-Indonesian legal integration needs to be improved Justice: Substantive not
yet optimal, especially aspects of gharar and usury Responsibility: Need to improve
the bank's prudential principles. The three decisions show efforts to maintain
integrity and procedural justice, but require improvements in substantive justice and
legal responsibility, especially consumer protection and understanding of sharia
principles.
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